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WALIKOTA TUAL
FROVINST MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

. a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 - tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Dasrah wajib mengajukan Reancengan Feraturan Daersh temtang Anggaran Pendapatan
dan Relanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwa}ﬂlan




]
L]

Rakyat Daerah (DPRD} sesuai dengan wakw yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memperoleh Persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belani Daerah (AFBD) wvang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf o, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2087
Yeng dijabarkan ke dalam Kebijukan Umum APBD serta Priotitas dan Plafon Anggaran vang telah disepakati bersama
antara Pemerintzh Daerah dengan DPRD.

bahwa herdasarian pertimhangan sebagaimana dimaksud pada huruf & -dan huruf b, perhy menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kofs Tual Tahun Antggaran 2017,

Pagal 18 ayat [6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undeng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bereth dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1699 Nemor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3851} .
Undang-Undang Nomear 17 Tahun 2002 temtang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Namer 47, Tambahan (embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nemor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun
A04 Namor 5, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang--Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenikwaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembatan Negara Republik [ndonesia Tehun 2004 Nomor 66, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor -44{]0]; ' :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemm Perencanaan Fembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}
Undeng-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Artara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); ' '




. Undang-Undang Nomor 3% Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terntang Pajpk dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangen {Lr,mbarah Negara
Republik Indonesia Tatun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234y,

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahgn Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 5495)

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 temtang Mgelis Pertmusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tghun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomeor 5568);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tehun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talum 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 wentanp Kedudukan Keuvangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Degrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028],

. Peraturan Pemerintah Namor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Leyanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis. Nomor 4502);

. Peraturan Pemerintsh Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomer 137, Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taltm 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578);
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18.

19,

20,

2L,

22.

. 23,

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyysunan dan Penerapan Stindar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namear 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Normor 4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 7@ Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan den Kinera [nstansi Pemerintah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
Peraturap Pemerintah Nomor 21 Tahup 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protekoler dan Keuangan Pimpinan dan Apggota. Dewan Perwakiian Rakyat Dagrah
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Peruha.hun Atag Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Sistermn Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Ta.hun 2010 Nnmar G,
Tam baban Lembaran Negare Republik Indonésia Nomor 5155);

Peraturan Pererintali Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintaban {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomar 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig Nomaor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5272} .

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahlun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tehun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rt‘.pubhk
Indenesia Nomor 5539;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomar 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomo 60 Talmn 2014 tertang Peratran Pemerintabh Nomer 60 Tahun - 2014 tentang Dana Desa vang
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28.

29,

3l
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bergumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negam (Lembaran Negara Republik Indonesia Talum 2015 Namor 88
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5694

. Peraturan Menteri [lalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomer 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapaten dan Bclan]a Dacrah scbagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomar Nomor 14 Tainn 2016 tertang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Neger
Nemeor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dard Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 2036;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedomen Penyusunan Anggaran Pendapefan dan
Belnja Daerah Tahun Anggran 2017;

Peraturan Daerah. Kola Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuengan Deerah
scbegaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Deerah Kota Tual
Nomot (3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daersh Tahun 2014 Nomor

72, Tambahan Lembaran Dasah Nomor 7085




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

i Pendapaten Daerah

Belanje Daerah

Surplus / Defisit

Pemblayaan Daerah :

8 Penerimaan
B Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Dengar: Persets juan Bersama

dan

WALIKOTA. TUAL

. MEMUTUSKAN:

Pasal |

an Pendapatan dan Belanja Daetah Tahun 2017 sebagai berikut:

Rp.
Ro,

625.354.999.761,00

€76.729.920,458.00

Rp.

Rp.
Rp.

(51.374.920.697,00)

32.374 920697,00
1.000.000.000,00

21.374.920.6597,00




Pagal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimeksud dalam Pasal 1 terdiri dagi:

g Pendapatan Asli Daerah Rp. 21.911.322.000,00
b Dana Perimbangan Rp. 526350.097.000,00
¢ Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 77.053.580.100,00

3 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada eyat (1] huruf a terdini dari jenin. pendapatan. :

g Pajak Daerah ’ Rp. 2.878.322.000,00
b Retribusi Daersh Rp. 4882.025.000,00
d FHasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  Rp. 1,681.115.661,00
d Lain-lain Pendapatan Asi Dgerah yang esh Rp. : ]2.459360-.00[3,.00

3 Dana Perimbangan sebagaimane dimaksud pada ayat (1) huruf b erdid dari jenis pcndapaﬁan :

- a) Dana Bagl Hesil Rp. 9.976.370.000,00
Y Dama Alokasi Umnum Rp.  3B3.782.891.009,00
d Dana Aiockas! Khusus Rp. 132.5%0.836000,00

g Pendapatan Hibah Rp 1095.000.000,00
Y Dana Bagi Hasil Fajak dari Provinsi Rp. .+ 5828.537.100,00
g Dara Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. . _ : 70.170.043.000,00

| 4). Lain-ain Pendapatan Dacrah yang sah schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf © terdiri dari jenis pendapatan;




Pesal 3

] Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dar -

4 Belanja Tidak Langsung Rp-. 254339071.100,00
b Belanja Langsung Rp. 422,360 B49358 00

| 2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayet {1} huruf a terdiri dari jenis belanin :

. a Belanja Pepawai Rp. . B3 165 .529, 000,00
W Belanj Subsidi - Hp 1.900,000.000,00
d EBEelanja Hibah Rp. 16,523,700.000,00
d Belanja Bantuan Keuangan Rp. . . 6574 9,84210000

§ Belanja Tak Terduga Rp. 4.000.600,000,00°

3| Belanja il.angsung_ acbagaimana dimaksud pada ayet (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a) Belanja Pegawai Rp. 42.145.657.588,00

B Belanja Barang dan Jasa Rp. 180.523.033.280,00

g Belanja Modal Rp. 199.722.158.480,00
Pasal 4

) Pembiayaan Daerah sebagaimana ditnaksud dalam Paszal i terdid dari -

g Penerimaan Rp 52.374.920.697,00
b Pengeluaran Rp. ' 1.000:000000,00




9) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {}] huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan:
g Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnye (SiLPA)
Rp. D2.374.920.697,00
3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf b terdini dani Jenis Pemly.ayaan :

g Penyertaan Modal (Investes:) Pemerintah Daerah: Rp. 1.000.000.000,00
' Pembayaran Pokak Utang Rp 0,00
Pagal 5

Umian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupeka.n bagian yang tidak terplaahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran (  Ringkassn APBD
- Lampiran T Ringiasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran IT  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Peridapatan, Belanja dan Pemnbiayan;
lampiran IV Rekapitulasi Bdanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Orpanisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran ¥V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarazan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daemh dan Fungsi dakm
Kerangka Pengelolaan Keuangsn Negara;
6" Lampiran V1 Daftar Jumlah Pegaivai Per Golongan dan Per Jabatan;
7" Lampiran VI Daftar Piutang Daerah
8 Lanpiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
| '5‘ : I-B.tnplran i Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Dasrah;
‘Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct Lainnya.

F-ﬂ:l_hmla.-_-'




1t. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelummya yang belum diselesaikan dan dianggarcan kembali dalam .
talnmm anggaran ini;

12 Lampiran X  Daftar Dana Cadangan Daerah dan;

13. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal &

Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Apggaran Pendapatan -dan Belanf Daerah scbagai landasan
operasional pelaksanaan APBL




Pazsal 7

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaP orang mengetahuinya, memerintahkan penpgundangan Peraturan Deerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Deerah Kota Tual

Ditetapkan di Tual

pa.da tanggal 31 Degemnber 2016

WAHKDTA TUAL.,

ADAM RAHAYAAN i
Diundangkan di Tual
pala tanggal 31 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

.

M-dm‘b-
EHSHI ADLLY BA DJAR

LEﬁ.ﬁsARaN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR 9090
|
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU 52/4/2016
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Pagal 8
| peraturan Walikota Tual ini mulai berlalktu pada tanggatl diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita
| paerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tuat
- pada tanggal 31 Desember 2416

WALIKOTA TUAL, Z

ADAM RAHAY

| Diandangkan di Tual
pada targgel 31 Desember 2016

B SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

BASR] ADLLY BANIJAR
| BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR

] PrinTed By SnnDa

Halaman 3



